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ABSTRAK 

 

 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PADA KASUS 

PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI OLEH 

LAYANAN PINJAMAN ONLINE 

 

NOVERLYN PUTERI HERYAN 

 

Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi di sektor keuangan telah 

melahirkan layanan pinjaman online (pinjol) sebagai alternatif akses pembiayaan 

yang cepat dan mudah bagi masyarakat. Namun, di balik kemudahan tersebut, 

terdapat permasalahan serius terkait penyalahgunaan data pribadi oleh 

penyelenggara layanan, terutama yang tidak terdaftar secara legal. Banyak kasus 

menunjukkan bahwa data pribadi konsumen seperti kontak telepon, galeri, dan 

informasi identitas lainnya diakses dan disebarluaskan secara ilegal untuk 

kepentingan penagihan atau bahkan dijual ke pihak ketiga. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen 

atas kasus penyalahgunaan data pribadi dalam layanan pinjaman online serta 

mengidentifikasi modus-modus tindak pidana yang umum terjadi. Penelitian ini 

menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang- 

undangan, studi kepustakaan, dan analisis hukum. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen telah diatur dalam Undang- 

Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang- 

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Peraturan 

OJK Nomor 10/POJK.05/2022. Ketiganya memberikan dasar hukum bagi 

konsumen untuk menuntut haknya dan bagi pemerintah untuk menindak 

pelanggaran. Namun, implementasi di lapangan masih terkendala oleh lemahnya 

penegakan hukum, keterbatasan pengawasan terhadap pinjol ilegal, dan rendahnya 

literasi digital masyarakat. Diperlukan penguatan regulasi, edukasi hukum kepada 

masyarakat, serta sinergi antara aparat penegak hukum, OJK, dan Kominfo agar 

perlindungan data pribadi konsumen dapat berjalan secara efektif dan 

komprehensif. 

 

Kata kunci: Perlindungan hukum, data pribadi, pinjaman online, konsumen, 

fintech. 
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ABSTRACT 

 

 

LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS IN CASES OF MISUSE OF 

PERSONAL DATA BY ONLINE LOAN SERVICES 

 

 

NOVERLYN PUTERI HERYAN 

 

The advancement of information technology and digitalization in the financial 

sector has led to the emergence of online loan services (pinjol), offering a fast and 

easy credit alternative to the public. However, behind this convenience lies a 

serious issue: the misuse of consumers' personal data by service providers, 

particularly those operating without legal authorization. Numerous cases have 

revealed that personal data such as phone contacts, photo galleries, and identity 

details are accessed and disseminated illegally—often for debt collection or even 

sold to third parties. This study aims to examine the legal protection available to 

consumers in cases of personal data misuse by online loan services, and to 

identify common modes of criminal acts related to such misuse. The research 

method used is normative juridical, based on the analysis of relevant laws, 

literature, and regulatory frameworks. The findings show that consumer protection 

is legally guaranteed through Law Number 27 of 2022 on Personal Data 

Protection, Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection, and the Financial 

Services Authority Regulation Number 10/POJK.05/2022. These regulations 

provide a legal foundation for consumers to assert their rights and for authorities 

to enforce penalties against violations. However, practical implementation 

remains weak due to ineffective law enforcement, limited supervision over illegal 

loan operators, and low public awareness regarding data privacy. Therefore, 

regulatory strengthening, public legal education, and integrated efforts between 

law enforcement agencies, the Financial Services Authority (OJK), and the 

Ministry of Communication and Informatics (Kominfo) are crucial to ensuring 

effective and comprehensive protection of consumers' personal data in the digital 

lending ecosystem. 

 

Keywords: legal protection, personal data, online loan, consumer, fintech 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

 

Tingkat kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari akan terus 

meningkat seiring berkembangnya zaman. Semua orang tahu bahwa kebutuhan 

dapat digolongkan menjadi beberapa kategori berdasarkan seberapa intens atau 

pentingnya mereka, seperti kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. 

Untuk pemenuhannya tentu saja tidak terlepas dari masalah biaya atau 

dana yang diperlukan dan biasanya relatif sangat besar, sementara biaya atau dana 

yang tersedia terkadang tidak mencukupi bagi orang yang tidak mampu. Jalan 

keluar secara umum, biasanya ketika orang merasa kekurangan dana yaitu dengan 

berhutang kepada pihak lain. Dengan kata lain, orang meminjam dana kepada 

pihak lain atau mengajukan kredit kepada kreditur, setelah mendapatkan pinjaman 

dana maka terdapat jangka waktu peminjaman dana tersebut dan, kemudian 

setelah jatuh tempo dana akan dibayar kembali dengan bunga sebagai tanda terima 

kasih atau balas jasa. Namun, jika pembayaran pinjaman tidak dilakukan, kolektor 

tidak jarang menggunakan intimidasi terhadap nasabah, anggota keluarganya, 

pemimpin perusahaan, dan bahkan dapat mengakses data dari ponsel nasabah.
1
 

Dalam kehidupan sehari-hari, kata "kredit" tidak asing lagi di kalangan 

masyarakat.Kata kredit sudah sangat terkenal di desa-desa bahkan di kota-kota 

besar.  Istilah  "kredit"  berasal  dari  bahasa  Yunani  "credere"  yang  berarti 
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Dewan Komisioner and Otoritas Jasa, ―Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia,‖ 

2016, 1–31. 

 

 

 

"kebenaran" atau "kepercayaan". Oleh karena itu, pemberian kredit merupakan 

pemberian kepercayaan, karena kreditur baru hanya akan memberikan kredit jika 

mereka benar-benar yakin bahwa debitur atau penerima kredit akan 

mengembalikan pinjaman dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan sesuai 

syarat-syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. 

Dalam kehidupan saat ini, perkembangan dan kemajuan teknologi dapat 

membuat apapun yang ada di dunia ini, serba bisa, serba mudah, dan bahkan dapat 

berbahaya, apabila digunakan untuk hal-hal yang tidak baik.Pada kemajuan 

teknologi bidang finansial digital, telah menyebabkan banyak pinjaman kredit 

yang ditawarkan kepada masyarakat secara online. Pinjaman online ini dapat 

dengan mudah diakses hanya melalui ponsel saja, cukup ikuti arahan dari pihak 

pinjaman online tersebut maka pinjaman akan di proses secepatnya, bagaikan 

seperti menjentikkan jari saja, pinjaman uang dapat secara langsung masuk ke 

rekening peminjam tanpa menunggu waktu yang lama. 

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi 

merupakan suatu bentuk layanan keuangan inovatif yang mempertemukan 

pemberi dan penerima pinjaman secara langsung melalui sistem elektronik 

berbasis internet, tanpa perantara lembaga keuangan konvensional.
2
 

Perkembangan teknologi yang semakin pesat, khususnya di bidang internet, secara 

tidak langsung berdampak pada munculnya peluang atau potensi baru dalam dunia 

bisnis yang sebelumnya belum ada atau berkembang di kalangan manusia.Melalui 
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internet, masyarakat dapat dengan mudah mengakses serta mencari situs website 

dan aplikasi peminjaman dana secara online yang menggunakan istilah financial 

technology (Fintech) yang sedang populer.
3
 

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

Republik Indonesia Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam 

Uang Berbasis Teknologi Informasi, perkembangan teknologi informasi telah 

mendorong transformasi signifikan dalam sektor keuangan. Teknologi ini 

memungkinkan proses pinjam meminjam uang menjadi lebih efisien, mudah 

diakses, dan efektif, sehingga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan 

ekonomi masyarakat. Metode ini sangat disukai oleh individu yang membutuhkan 

dana cepat atau individu yang tidak dapat mendapatkan dana dari sektor keuangan 

konvensional seperti perbankan, pasar modal, atau perusahaan pembiayaan. 

Dengan munculnya internet dan teknologi digital, sektor keuangan 

menjadi lebih mudah diakses oleh konsumen.Dengan kemampuan untuk 

mendapatkan kredit dengan cepat dan mudah, pinjaman online telah menjadi 

pilihan populer untuk perbankan konvensional.Namun, kemudahan ini membawa 

risiko penyalahgunaan data karena platform ini sering meminta data pribadi 

peminjam. Layanan pinjaman onlinemengumpulkan data konsumen seperti nama, 

alamat, nomor jaminan sosial, informasi pekerjaan, dan detail rekening bank. Data 

ini digunakan untuk menilai kelayakan kredit dan untuk tujuan pemasaran.Pelaku 



4 

5
KBBI. ―Pengertian kata Pribadi‖, diakses di https://kbbi.web.id/pribadi, diakses pada 

tanggal 9 Oktober 2024 Pukul 16.30 Wib 

 

 

 

kejahatan dunia maya dapat mengumpulkan dan menyimpan data pribadi 

peminjam dengan platform pinjaman online tersebut. 

Pelaku kejahatan dunia maya saat ini sering melakukan penyadapan, 

pencurian data, pembobolan, dan kejahatan internet lainnya.Dalam kasus 

pinjaman onlineini, semua informasi data peminjam dimasukkan dan disimpan 

secara online. Sehingga keamanan data peminjam tidak terjamin aman dan rentan 

akan ancaman, keamanan data dalam layanan pinjaman online menjadi perhatian 

serius karena informasi peminjam merupakan hal yang sensitif. 

Ketika sistem keamanan tidak memadai, data peminjam bisa saja dicuri 

atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, yang bisa berujung 

pada penipuan, pencurian identitas, atau bahkan pembebanan utang palsu.Hal ini 

memperkuat pentingnya perusahaan pinjaman online untuk menerapkan protokol 

keamanan ketat, seperti enkripsi data, autentikasi berlapis, serta pemantauan 

aktivitas jaringan yang berkelanjutan, guna melindungi data pribadi peminjam 

dari risiko kejahatan siber. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), data diartikan sebagai 

keterangan yang benar dan nyata yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk 

melakukan kajian atau analisis lebih lanjut..
4
Sedangkan Pribadi sendiri memiliki 

arti manusia sebagai perseorangan (diri manusia atau diri sendiri),
5
 sehingga dapat 
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KBBI. ―Pengertian Data‖, diakses di https://kbbi.web.id/data diakses pada tanggal 9 

Oktober 2024 Pukul 16.00 Wib 
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disimpulkan bahwa data pribadi merupakan keterangan yang benar dan nyata 

yang dimiliki oleh manusia sebagai perseorangan. 

Dalam era digital saat ini, penggunaan data pribadi telah menjadi sangat 

umum, terutama dalam sektor layanan keuangan seperti pinjaman online.Namun, 

dengan peningkatan layanan ini, muncul berbagai masalah hukum terkait 

penyalahgunaan data pribadi konsumen.Pihak-pihak tertentu sering kali 

menyalahgunakan data pribadi untuk kepentingan yang tidak sah, seperti penipuan 

dan pencurian identitas, yang mencakup informasi sensitif seperti nomor identitas, 

alamat, dan informasi keuangan.
6
 

Melibatkan situasi dimana platform pinjaman online (fintech) 

menyalahgunakan data pribadi konsumen secara tidak sah. Penyalahgunaan ini 

bisa berbentuk: 

1. Pembocoran Data Pribadi 

Data pribadi konsumen, seperti identitas, nomor telepon, alamat, informasi 

keuangan, atau bahkan kontak pribadi, bocor atau disebarluaskan tanpa 

persetujuan.Misalnya, ada kasus di mana aplikasi pinjaman online 

menyebarkan informasi pribadi konsumen ke pihak ketiga atau ke kontak 

di ponsel konsumen tanpa izin. 

2. Penggunaan Data untuk Intimidasi atau Penagihan Ilegal 

 

Ada kasus di mana platform pinjaman online menggunakan data 

konsumen untuk melakukan tindakan intimidasi atau mempermalukan 



6 

7
Pasal 1 Ayat 1 RUU, ―Personal Data Protection Law,‖ Perlindungan Data Pribadi, 2022, 

457–83. 

 

 

 

konsumen yang telat membayar.Misalnya, kontak pribadi konsumen 

dihubungi atau diberi informasi memalukan terkait keterlambatan 

pembayaran pinjaman. 

3. Penjualan Data Pribadi ke Pihak Ketiga 

 

Penyedia layanan pinjaman online menjual data konsumen kepada pihak 

ketiga tanpa sepengetahuan dan persetujuan konsumen, yang melanggar 

hak privasi mereka. 

"Dalam konteks hukum, penyalahgunaan data pribadi oleh layanan 

pinjaman online dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana, sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data 

Pribadi. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) undang-undang tersebut, data pribadi 

didefinisikan sebagai setiap data tentang seseorang yang teridentifikasi atau 

dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi 

lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik 

maupun non-elektronik
7
 ―Setiap data tentang seseorang baik yang teridendifikasi 

atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi 

lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik 

dan/atau nonelektronik‖. 

Indonesia telah memiliki beberapa regulasi yang mengatur tentang 

perlindungan data pribadi, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi 

Elektronik (UU ITE) dan peraturan lain yang terkait. Meskipun demikian, 
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implementasi hukum untuk menjerat pelaku masih menghadapi berbagai 

tantangan, terutama dalam mengatasi praktik layanan ilegal yang beroperasi 

tanpa izin resmi. 

Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana 

pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap pelaku penyalahgunaan data 

pribadi konsumen dalam kasus pinjaman online. Penelitian ini juga akan 

mengulas upaya hukum yang dapat dilakukan untuk melindungi konsumen dari 

penyalahgunaan data serta memperkuat mekanisme penegakan hukum yang 

lebih efektif. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulisan mengambil judul penelitian 

ini adalah “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PADA 

KASUS PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI OLEH LAYANAN 

PINJAMAN ONLINE” 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan 

masalah, yaitu: 

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen penyalahgunaan data 

pribadi dalam layanan pinjaman online? 

2. Bagaimana Modus tindak pidana terhadap kasus penyalahgunaan data 

pribadi dalam layanan pinjaman online? 
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C. Ruang lingkup 

Penulisan proposal ini difokuskan pada analisis yuridis terhadap Undang- 

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), 

khususnya dalam hal pelanggaran yang berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi. 

Selain itu, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 

juga dikaji sebagai dasar hukum utama dalam upaya perlindungan data pribadi di 

Indonesia. Di samping itu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 

77/POJK.01/2016 turut menjadi objek pembahasan, khususnya mengenai kewajiban 

penyelenggara layanan pinjaman online dalam menjaga dan melindungi data pribadi 

pengguna layanan. 

D. Tujuan penelitian 

Bersumber dari rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai 

dari penelitihan ini adalah: 

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen kasus 

penyalahgunaan data pribadi dalam layanan pinjaman online 

2. Untuk mengetahui bagaimana modus-modus tindak pidana terhadap kasus 

peyalahgunaan data pribadi dalam layanan pinjaman online 

E. Manfaat penelitian 

Manfaat yang dapat di ambil dari penelitian yang dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat sebagai referansi internet 

pengembangan ilmu ilmu hukum khususnya di bidang perlindungan hukum 
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terhadap perlindungan data pribadi dalam layanan pinjaman online (fintech), 

serta bagaimana pertanggujawaban pidana terhadap kasus penyalahgunaan 

data pribadi dalam layanan pinjaman online 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini bermanfaat bagi penulis sebagai salah satu syarat subjek 

untuk penulis tugas akhir, selain itu penelitihan ini juga di harapkan dapat 

menjadi sumber atau panduan bagi pembaca untuk dapat mengetahui 

bagaimana bentuk penegakan dan perlindungan hukum terhadap data pribadi 

yang disalahgunakan oleh layanan pnjaman online. 

F. Kerangka konseptual 

1. Perlindungan hukum adalah tempat perlindungan, tindakan yang 

memberikan perlindungan. Secara bahasa, ada elemen yang sebanding 

dengan istilah "perlindungan" dan tindakan "perlindungan". Oleh karena 

itu, istilah memberikan perlindungan tertentu kepada seseorang.
8
 

2. Konsumen adalah setiap individu yang memanfaatkan barang dan/atau jasa yang 

tersedia di masyarakat untuk kepentingan pribadi, keluarga, pihak lain, atau 

makhluk hidup lainnya, tanpa tujuan untuk diperjualbelikan kembali.
9
 

3. Penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyalahgunakan (tidak 

menggunakan sebagaimana mestinya).
10

 

 

8
Dalam Perkembangan, Teknologi Pendidikan, and D I Indonesia, ―Prosiding Seminar 

Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Pgri Palembang 03 Mei 2019,‖ 2019, 18– 

25. 
9
Undang Undang et al., ―Karena Dalam Hal Ini Telah Diatur Dalam Undang Undang 

Perlindungan Konsumen.,‖ 2016. 
10

 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

Daring, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyalahgunaan 
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4. Pinjaman online merupakan salah satu produk financial technology kriteria 

Bank Indonesia, karena bersifat inovatif, dapat digunakan secara luas, 

serta bermanfaat bagi masyarakat.
11

 

5. Data pribadi merupakan segala informasi yang berkaitan dengan seseorang yang 

telah teridentifikasi atau dapat diidentifikasi, baik secara langsung maupun tidak 

langsung, melalui sistem elektronik dan/atau non-elektronik, baik secara 

tersendiri maupun dikombinasikan dengan informasi lainnya..
12

 

G. Review studi terdahuli yang relevan 

Tabel 1.1 Penelitihan Terdahulu 

 

 

NO 

NAMA 

DAN 

TAHUN 

 

JUDUL 

METODE 

PENELITIAN 

 

PEMBAHASAN 

1. Eva Elis 

(2022) 

Pertanggungjawaban 

pidana  terhadap 

pelaku 

penyalahgunaan data 

pribadi dalam bisnis 

fintech (pinjaman 

online) illegal. 

Metode 

deskriptif 

dengan 

analisis 

kualitatif 

Penelitian  ini 

membasas tentang 

maraknya 

penyalahgunaan 

data pribadi dalam 

bisnis fintech illegal, 

serta tindakan 

tindakan  melanggar 

 

11
Nabilla Nurdina and Ima Amailah, ―Preferensi Masyarakat Kota Bandung Terhadap 

Pinjaman Online,‖ Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis, 2023, 33–38, 

https://doi.org/10.29313/jrieb.v3i1.1908. 
12

Pasal 1 Ayat 1 RUU, ―Personal Data Protection Law.‖ 



11 
 

 

 

    hukum yang sering 

dilakukan   seperti 

penyebaran data 

pribadi, ancaman, 

dan pemerasan. Dan 

kerugian yang di 

alami oleh korban 

baik secara materil 

maupun non- 

marteril. 

2. Eben 

Anrizal 

Gurning 

(2022) 

Kebijakan   hukum 
 

pidana terhadap 

penyalahgunaan data 

pribadi pada pinjaman 

online 

Metode 

deskritif 

dengan 

Analisis 

kualitatif 

Penelitian    ini 

membahas tentang 

menganalisis 

kebijakan  hukum 

pidana yang berlaku 

diindonesia   yang 

terkait 

penyalahgunaan 

data pribadi dalam 

konteks pinjaman 

online, serta 

efektifitasnya dalam 

memberikan 
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    perlindungan hukum 
 

bagi korban. 

3. Maranatha, 

septy 

(2022) 

Perlindungan hukum 

konsumen pengguna 

financial technologi 

(fintech) dalam 

penyebaran data 

pribadi pengguna 

pinjaman online di 

Indonesia. 

Metode 

penelitian 

yuridis 

normative 

Penelitian       ini 

membahas   tentang 

menganalisis 

tentang 

perlindungan hukum 

yang  di   berikan 

kepada  konsumen 

pengguna  fintech, 

terutama    dalam 

konteks penyebaran 

data diri,     serta 

sejauh      mana 

perlindungn 

tersebuat   efektif 

dalam praktik. 

 

 

H. Metode penelitian 

 
1. Jenis penelitian 

Penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian kali ini 

adalah jenis penelitian yuridis normatif melalui studi kepustakaan dengan 
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melalui beberapa tahap pendekatan undang-undang, yang menganalisis 

peraturan yang terkait perlindungan data peibadi dan pinjaman online. 

2. Sumber data 

Sumber data yang di peroleh yaitu: 

 

a. Bahan hukum primer 

 

Bahan yang di gunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum primer 

dalam Penelitian ini menggunakan: 

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (ITE), 

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data 

Pribadi, 

4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 

5. POJK Nomor 77/POJK.01/2016 mengatur penyelenggaraan layanan 

pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, termasuk 

perizinan, perlindungan konsumen, serta kewajiban menjaga 

keamanan dan kerahasiaan data pengguna. 

 

 

 

 

b. Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum penunjang yang 

diperoleh dari literatur, artikel, jurnal hukum, serta tulisan ilmiah 

lainnya  yang  berkaitan  dengan  pertanggungjawaban  pidana  dan 
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perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi konsumen 

oleh layanan pinjaman online 

c. Bahan hukum tersier 

 

Bahan hukum tersier adalah sumber yang memberikan penjelasan atau 

petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus 

hukum, ensiklopedia, artikel informatif, serta situs internet yang 

relevan. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui 

studi kepustakaan atau studi dokumen, yaitu pengkajian terhadap informasi 

tertulis yang berkaitan dengan hukum dan telah dipublikasikan, baik secara 

umum maupun terbatas, seperti untuk kalangan akademisi dan peneliti 

hukum.Metode ini digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum primer, 

sekunder, dan tersier yang relevan dengan topik penelitian. 

4. Analisis Data 

Analisis data penelitian hukum normatif dianalisis mengunakan 

metode pendekatan kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpilanya dengan 

metode deskriptif yang sering digunakan sebagai langkah awal. Analisa data 

dilakukan sedemikian rupa dengan memperhatikan aspek kualitatif lebih dari 

pada aspek kuantitatif dengan maksud agar diperoleh kesimpulan yang sesuai 

dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan. 
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I. Sistematika penulisan 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dibagi menjadi beberapa bab, dan 

tujuan sistematis dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang 

jelas dan akurat tentang proses penulisan hukum ini. Berikut adalah daftar bab- 

bab yang termasuk dalam sistem ini.: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab I merupakan bagian pendahuluan yang memuat beberapa unsur 

penting, antara lain: latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup 

penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, telaah atau 

studi terdahulu yang relevan, metode penulisan, serta sistematika penulisan. 

Bagian ini berfungsi sebagai fondasi awal untuk memahami arah dan fokus 

penelitian secara keseluruhan 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab II merupakan tinjauan pustaka yang berisikan konsep data pribadi, 

layanan pinjaman online, perlindungan data pribadi, pertanggungjawaban 

pidana, dan penegakan hukum. 

BAB III HASIL PENELITIHAN DAN PEMBAHASAN 

Bab III merupakan bagian yang menyajikan hasil penelitian dan 

pembahasan, yang difokuskan pada analisis bentuk pertanggungjawaban 

pidana dalam kasus penyalahgunaan data pribadi pada layanan pinjaman 

online, serta upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen 

dalam menghadapi permasalahan tersebut. 
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BAB IV PENUTUP 

Bab IV merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan atas hasil 

penelitian serta saran yang diberikan sebagai rekomendasi untuk perbaikan 

atau pengembangan di masa mendatang. 
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